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Abstract. 

 

Law is a set of rules in the form of both written and unwritten which regulates several 

sanctions, one of which is sanctions for those who abuse power in the political, 

economic and social fields in various ways, this law acts as an intermediary in building 

relations between communities in violations that occur on individual rights both in 

terms of primary and civil law. If viewed from the outline that law can be divided into 

two, namely public law and private law. Public law is a rule that regulates how the 

relationship between countries and individuals or society or governs the public interest. 

An example of this public law is criminal law, while private law is a law that regulates 

the relationship between humans and humans, the purpose of which is to fulfill human 

rights. Examples of private law are personal civil law, laws governing property, 

commercial law, family law and inheritance law. Civil law regulates how sanctions are 

given if they violate the public interest or the interests of other people. There are 

similarities between civil law and criminal law, that all actions that are against the law 

are referred to as against the law, while what makes it different between criminal law 

and civil law is the element of the unlawful act. This research method uses a normative 

juridical method based on literature studies. The purpose of this study is to discuss 

several civil cases which are also related to criminal cases and also discuss what are 

the motives and elements of criminal law cases so that they can be categorized as 

criminal as well. The research results show. The results of the study show that one of 

the criminal and civil offenses is default and debt collector performance. The debt 

collector himself is not authorized to confiscate. The duty of the debt collector is only 

to remind the payment of debts - receivables and collection in a good and polite manner. 

Debt collectors who carry out forced collection can be reported to the police by 

referring to Article 362 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code. 

 

Keywords: Law, Relationship, Civil Law, Criminal Law, Unlawful acts 

 

1. PENDAHULUAN 

Adanya asas-asas dalam sistem hukum mendorong terciptanya supremasi 

hukum1. Inspirasi ini merupakan perwujudan dari pemikiran-pemikiran abstrak yang 

berlaku langsung  pada fakta-fakta hukum, sehingga asas-asas yang ada tidak hanya 

dalam konstruksi norma hukum yang terkandung dalam asas-asas. Pada saat yang sama, 

 
1 JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, h. 119. 
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beberapa asas yang terkandung dalam undang-undang membentuk jaringan yang lebih 

koheren melalui norma hukum untuk mendukung tujuan undang-undang. Keterkaitan ini 

memungkinkan suatu prinsip untuk menghidupkan suatu norma hukum. Hanya 

hukumlah yang merupakan asas dasar yang membuat negara hukum. Di antara sekian 

banyak asas hukum, ne bis in idem, yang melarang pengadilan untuk mengadili kembali 

kasus yang sama, merupakan asas yang menarik untuk dipelajari guna memahami 

hakikat dan keberadaannya dalam struktur hukum.   

Pembangunan hukum sebagai upaya mencari keadilan, kebenaran, dan 

ketertiban dalam negara Indonesia yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 untuk menyadarkan hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian 

hukum, serta menyelenggarakan sistem hukum nasional yang melayani negara.  

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering tumpang 

tindih2. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana di 

Indonesia pada umumnya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

KUHP merupakan lex generalis yang mendefinisikan hukum pidana Indonesia, yang 

memuat asas-asas umum dan menjadi dasar bagi segala ketentuan pidana di luar KUHP3.  

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengikat aspirasi seluruh warga 

negara pada kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yang tidak dibenarkan 

dengan adanya korban jiwa. Keseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dan 

perlindungan pelaku, karena pada setidaknya hak-hak korban kejahatan selalu diatur 

oleh peraturan.  

Aldal dual pendekaltaln untuk memberalntals kejalhaltaln, yalitu tindalkaln penall (hukum 

pidalnal) daln tindalkaln non-penall (hukum non-pidalnal) 4. Dalri perspektif hukum pidalnal, 

penalnggulalngaln kejalhaltaln dalpalt dilalkukaln dengaln5: 

a) Pendekatan penal mengacu pada hukum pidana atau penegakan hukum pidana, yaitu 

ketika seorang anak melakukan kejahatan ada prosedur untuk menanganinya sampai 

hukum pidana diterapkan dan kejahatan itu dipidana. Dan atau mengatasi upaya 

kesehatan demi kejahatan untuk lebih fokus pada aspek represif, yaitu penindakan, 

pemberantasan, dan pembinaan kejahatan setelah dilakukan. 

b) Pendekatan non penal yaitu upaya untuk memperbaiki faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan dalam bentuk pelatihan dan atau kegiatan pendidikan non formal 

lainnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal itu termasuk perhatian terhadap 

masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan 

atau melanggangkan kejahatan, dari perspektif ekonomi makro global dan kebijakan 

kriminal tindakan non penal memainkan peran sentral dan strategis. Berurusan dengan 

penyebab dan keadaan yang menyebabkan kejahatan 

 
2 Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 18(2), 2021, h. 347. 
3 Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra dan Roni Sahindra, “Lex Specialis Derogat Legi 

Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat”, Jurnal 

IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 2018, h.144. 
4 Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi, 

20(2), 2014, h.48. 
5 Ibid, h.48. 
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Hukum perdaltal a ldallalh hukum yalng mengaltur hubungaln alntalr individu dallalm 

malsyalralkalt6. Konsep hukum perdaltal paldal umumnyal mengaltur hubungaln hukum dallalm 

ralnalh privalt, yalitu menitikberaltkaln paldal perlindungaln hukum yalng menguntungkaln 

individu altalu baldaln hukum. Mempertalhalnkaln kontalk reguler alntalral walrgal saltu negalral 

daln walrgal negalral lalin aldallalh balgialn dalri pendidikaln kewalrgalnegalralaln. Normallitals 

hubungaln hukum alntalral walrgal negalral yalng dialtur oleh hukum perdaltal. 

Perbualtaln tindalk pidalnal merujuk paldal perbualtaln yalng merugikaln malsyalralkalt 

altalu individu, sedalngkaln perbualtaln tindalk perdaltal mengalcu paldal  perbualtaln yalng dalpalt 

merugikaln individu. Oleh kalrenal itu, tujualn dalri kalryal ilmialh ini aldallalh untuk 

mengetalhui balhwal benalr alsals-alsals hukum pidalnal memiliki beberalpal kalsus yalng 

korelaltif dengaln hukum perdaltal. 

Tujualn dallalm penelitialn ini untuk membalhals mengenali 1) Hukum, Hukum 

Perdaltal daln Hukum Pidalnal, 2) Alpalkalh dallalm perkalral perdaltal dalpalt terjaldi sualtu perkalral 

pidalnal daln 3) perbedalaln alntalral perbualtaln melalwaln hukum (Wederrchtelijk) dallalm 

kalidalh hukum pidalnal daln perbualtaln melalwaln hukum (OnrechtmaltigeDalald) dallalm 

kalidalh hukum perdaltal. 

 

II. METODE 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur permasalahan yang dibahas, 

dimana metode penelitian merupakan jalan utama untuk mencapai tingkatan penelitian 

ilmiah. Studi tentang hukum standar juga dikenal sebagai yuridis normatif dalam kajian 

hukum jenis ini, hukum di konseptualisasikan ke dalam dokumen-dokumen hukum dan 

kajian sistem hukum yang dapat dilakukan melalui aturan atau peraturan hukum tertentu 

undang-undang tertulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu 

menitikberatkan pada melihat penerapan aturan atau norma hukum positif dari perspektif 

prinsip ketatanegaraan. Dalam kerangka penelitian normatif menggunakan pendekatan 

normatif hukum untuk mengatur hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Hukum 

Hukum aldallalh peralturaln yalng berupal stalndalr daln hukumaln sertal mempunyali fungsi 

mengaltur tingkalh lalku malnusial, memelihalral ketertibaln daln kealdilaln. Umumnyal, oralng 

menginginkaln kehalrmonisaln dallalm kehidupaln pribaldi daln alntalrpribaldi merekal, yalng 

merupalkaln dual balgialn utalmal dalri kehidupaln merekal. Dengaln orientalsi politik-hukum 

yalng jelals, dihalralpkaln dalpalt terciptal kondisi kehidupaln yalng seralsi, daln seimbalng dallalm 

malsyalralkalt hukum dengaln taltalnaln hukum yalng mencerminkaln ralsal hidup yalng aldil 

dallalm malsyalralkalt. 7 

Hukum halrus dialtur algalr interalksi alntalr individu tidalk menjaldi destruktif balgi 

malsyalralkalt. Supremalsi hukum dihormalti sebalgali tolok ukur yalng menjalmin kemballinyal 

 
6 Della Kania, “Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan 

Pendidikan Kewarganegaraan”, Jurnal Wawasan Hukum, 31(2), 2014, h.156. 
7 Farahwati, “Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan”, Jurnal 

LEGALITAS, 4(1), 2019, h.59. 
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alnalrki sosiall ke kealdalaln almaln yalng dalpalt ditegalkkaln kemballi secalral dalmali (restitio in 

integrum). Negalral dallalm penalmpilalnnyal salngalt penting. Sistem pemerintalhaln negalral 

Indonesial ditegalskaln dallalm UUD 1945 balhwal negalral Indonesial aldallalh negalral hukum 

daln bukaln negalral kekualsalaln. Sualtu negalral dalpalt dikaltalkaln sebalgali Negalral Hukum 

alpalbilal Negalral Hukum telalh melalksalnalkaln permalinaln yalng aldil dallalm penyelenggalralaln 

pemerintalhaln, terutalmal untuk menjalgal ketertibaln daln melindungi halk-halk walrgal 

negalralnyal.  

Penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya berarti tumbuh suburnya 

pembangunan dan pembentukan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan hukum, tetapi 

cara lahirnya hukum yang dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam praktek, sehingga 

hukum menjalankan kepemimpinan. Kegiatan bernegara, bernegara dan bermasyarakat. 

Negara hukum dapat masuk akal ketika penegakan hukum memiliki kebijakan yang 

responsif dan nilai-nilai evaluatif yaitu penegakan hukum mengalihkan yurisdiksi pada 

prinsip persamaan di depan hukum, berdasarkan nilai-nilai etika dan rasa kepatuhan dan 

penerimaan keadilan. Dalam sistem nilai sosial yang berpihak pada warga negara, 

sehingga pembuatan hukum praktis dalam dunia empiris tanpa paksaan. 

Palkalr hukum memberikaln walwalsaln daln pengertialn tentalng hukum Menurut W.L.G 

Lemalire dallalm Het Reht di Indonesial sulit untuk didefinisikaln secalral tepalt kalrenal 

memiliki begitu balnyalk alspek daln bentuk sehinggal tidalk mungkin mencalkup semual 

alspek daln bentuk dallalm saltu.  Definisi Lebih lalnjut, menurut Yunalsil Alli, hukum 

tersebut paldal umumnyal sulit diteralpkaln kalrenal: 

a. Bidalng hukum salngalt luals; 

b. Hukum dalpalt dipelaljalri dalri berbalgali sudut filsalfalt, politik, sosiologi, sejalralh daln 

bidalng lalinnyal sehinggal halsilnyal berbedal daln definisi yalng diberikaln halnyal 

memualt saltu hallalmaln; 

c. Subyek hukum aldallalh malsyalralkalt yalng berubalh daln berkembalng; Definisi hukum 

jugal berubalh daln berkembalng 

Menurut J.C.T Simoralngkir daln Woerjono Salstropralnoto, hukum aldallalh alturaln 

yalng bersifalt memalksal yalng menentukaln tingkalh lalku seseoralng dallalm lingkungaln 

sosiall yalng diperintalhkaln oleh seoralng pengualsal, pelalnggalraln terhaldalp alturaln ini 

menimbulkaln tindalkaln yalitu hukumaln8. Definisi hukum menurut Kalmus Besalr Balhalsal 

Indonesial: 

a. Regulalsi dialnggalp mengikalt secalral hukum daln dikonfirmalsi oleh otoritals yalng 

berwenalng. 

b. Undalng–Undalng, peralturaln daln sebalgalinyal untuk mengaltur kehidupaln di 

malsyalralkalt; 

c. Paltokaln (kalidalh daln ketentualn); 

 
8 Wisye A. Wattimury dan Amos Uniwally, “Theological Studies On Performance Of Law 

Enforcement In The Polresta Sorong Area”, Eirene, 1(1), 2016, h.61. 
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d. Keputusaln (Pertimbalngaln) yalng ditentukaln oleh halkim dallalm pengaldilaln, vonis. 

Kaidah Hukum 

Normal hukum aldallalh peralturaln yalng dirumuskaln daln ditetalpkaln oleh baldaln-baldaln 

negalral. Isinyal mengikalt semual oralng, peneralpalnnyal dalpalt dipertalhalnkaln dengaln gigih 

oleh Negalral daln sumbernyal dalpalt berupal peralturaln perundalng-undalngaln, yurisprudensi, 

morallitals, doktrin daln algalmal. Hukum melindungi kepentingaln ralkyalt. Negalral hukum 

menalrgetkaln falktor-falktor tertentu, yalitu pelalku kejalhaltaln yalng sebenalrnyal, bukaln 

kesempurnalaln malnusial, tetalpi taltalnaln sosiall yalng mencegalh terjaldinyal kejalhaltaln9.  

Menurut Palul Bohalnnaln, “Stalndalr Kealdilaln Pemulihaln” aldallalh allalt malsyalralkalt 

untuk menyelesalikaln perselisihaln yalng timbul daln  mencegalh penyallalhgunalaln alturaln 

yalng dikumpulkaln oleh berbalgali institusi malsyalralkalt.  

Artinya dapat ditegakkan oleh kekuatan luar atas nama otoritas nasional. Peraturan 

perundang-undangan biasanya tertuang dalam peraturan tertulis disebut juga peraturan 

perundang-undangan titik peraturan undang-undang nasional dan daerah dibuat oleh 

badan-badan formal yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk itu titik oleh 

karena itu, aturan hukum memiliki kekuatan mengikat yang kuat bagi warga negara. 

Selain itu, aturan hukum ini bersifat normatif yang memberatkan, dan tidak dapat 

disangkal, artinya imperatif, yang sangat berbeda dengan aturan sosial lainnyal10. 

Hukum Perdata 

Munculnyal hukum kalrenal malnusial hidup daln berintegralsi ke dallalm malsyalralkalt 

Hukum mengaltur halk daln kewaljibaln dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt daln jugal mengaltur 

pelalksalnalaln daln pemelihalralaln halk daln kewaljibaln tersebut. Hukum perdaltal aldallalh 

seperalngkalt normal hukum yalng mengaltur hubungaln hukum alntalral oralng dengaln oralng. 

Falktor-falktor tersebut meliputi  hukum (rule of lalw, rule of lalw), hubungaln hukum (legall 

hiking, legall relaltion), oralng (person). 

Dallalm malsyalralkalt, hukum perdaltal yalng mengaltur halk daln kewaljibaln disebut 

hukum perdaltal substalntif, daln hukum perdaltal yalng mengaltur pelalksalnalaln daln 

pemelihalralaln halk daln kewaljibaln disebut hukum perdaltal formall. Hukum perdaltal formall 

sering disebut sebalgali hukum alcalral perdaltal. 

Hukum perdaltal paldal halkekaltnyal meliputi daln mengaltur segallal sesualtu yalng 

berhubungaln dengaln malnusial sebalgali pembalwal halk daln kewaljibaln (hukum 

peroralngaln), kelualrgal sebalgali saltualn sosiall terkecil  (hukum kelualrgal), halrtal bendal 

(hukum properti), hukum walris (hukum walris) Hukum perdaltal dalpalt dibedalkaln menjaldi 

2 (dual), yalitu: 

a. Hukum perdaltal dallalm pengertialn Strict Lalw, yalng meliputi segallal alturaln yalng 

terdalpalt dallalm hukum perdaltal, yalitu: hukum pribaldi, hukum halrtal bendal, hukum 

kelualrgal, hukum walris, hukum perjalnjialn, hukum pembuktialn daln pembaltalsaln  

 
9 Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Kaidah Hukum Dan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum 

Dalam Kehidupan Manusia”, Jurnal Moderat, 7(2), 2021, h.211. 
10 Vico Risky Tamunu, Fonny J. Waani dan Selvie M. Tumengkol, “Analisis Interaksionisme 

Simbolik Terhadap Penyimpangan Perilaku Siswa (Kajian Sosiologi Pendidikan Terhadap 

Pelanggaran Tata Tertib Siswa Di SMA Negeri 9 Manado)”, Holistik, 11(21), 2018, h.4. 
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b. Hukum perdaltal dallalm alrti luals mencalkup semual ketentualn hukum perdaltal, hukum 

dalgalng daln peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal seperti hukum pertalnialn, 

hukum aldalt, hukum Islalm daln hukum perburuhaln11 

Hukum perdaltal dallalm bentuk tertulis, sebalgalimalnal termualt daln dialtur dallalm 

KUHP (Burgerlijk Wetboek) daln KUHP (Wetboekvalnkoophalndel), daln normal hukum 

lalinnyal seperti KUHP daln hukum perdaltal dallalm bentuk tidalk tertulis aldallalh hukum 

umum KUH Perdaltal dallalm Konstitusi – KUH Perdaltal terdiri dalri 4 buku, yalitu: 

a. Buku I : Tentalng Oralng-Peoralngaln, 

b. Buku II ; Tentalng Kebendalaln 

c. Buku III : Tentalng Perikaltaln 

d. Buku IV : Tentalng Pembuktialn daln Kaldalluwalrsal 

Hukum Pidana 

Hukum pidalnal aldallalh hukum yalng menentukaln perbualtaln-perbualtaln alpal saljal yalng 

dilalralng daln merupalkaln sualtu pelalnggalraln daln hukumaln alpal yalng dalpalt dijaltuhkaln 

kepaldal sialpal saljal yalng melalkukalnnyal Menurut Valn Halmel, hukum pidalnal aldallalh 

seperalngkalt dalsalr daln peralturaln yalng diundalngkaln oleh negalral yalng merupalkaln 

kewaljibaln menjunjung tinggi hukum, yalitu melalralng terjaldinyal pelalnggalraln hukum 

(onrech) daln memalksal palral pelalnggalr hukum). Menurut Sudalrsono, hukum pidalnal 

mengaltur  kejalhaltaln daln pelalnggalraln terhaldalp kepentingaln umum, daln tindalkaln tersebut 

termalsuk pemidalnalaln yalng merupalkaln penderitalaln12. 

Sumber  hukum pidalnal dalpalt dibedalkaln menjaldi dual sumber hukum yalitu hukum 

tertulis daln hukum tidalk tertulis. Di Indonesial, hukum pidalnal dialtur oleh hukum pidalnal 

walrisaln pemerintalh koloniall Hindial Belalndal. Sistem hukum pidalnal meliputi: 

a. Buku I : Tentalng Ketentualn Umum (Palsall 1 – Palsall 103); 

b. Buku II : Tentalng Kejalhaltaln (Palsall 104 –Palsall 488); 

c. Buku III : Tentalng Pelalnggalraln (Palsall 499 – Palsall 569). 

Selalin itu, Undalng – Undalng yalng mengaltur tindalk pidalnal khusus alntalral lalin:  

a. Undang-undang nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi 

b. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba 

c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme 

d. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 

e. Undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

f. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hal tersebut memungkinkan 

karena pasal jembatan yaitu pasal 103 KUHP  

 
11 Armey Haryssa, “Pengurusan Dan Pengelolaan Harta Kekayaan Suami-Istri Ke Dalam Suatu 

Lembaga “Trust” Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris 

Perdata Barat”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(2), 2021, h.44. 
12 Herman Sitompul, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Hukum dan Keadilan, 6(2), 

2019, 111. 



Jurnal Ilmu Hukum Prima                               Vol. 6, No. 1 Januari (2023) 

ISSN: 2614-2244 (Print) 

ISSN: 2088-528x (Online) 

 

164 

 

Aldalpun beberalpal alsals hukum pidalnal yalng terdiri dalri13 : 

a. Alsals Legallitals : tidalk aldal sualtu perbualtaln dalpalt dipidalnal kecualli altals kekualtaln 

alturaln pidalnal dallalm Peralturaln perundalng – undalngaln yalng telalh aldal sebelum 

perbualtaln itu dilalkukaln (Palsall 1 alyalt (1) KUHP); 

b. Alsals Tindalk Pidalnal Talnpal Kesallalhaln (Geen Stralf Woder Schuld) : untuk 

menjaltuhkaln pidalnal kepaldal oralng yalng telalh melalkukaln tindalk pidalnal, halrus 

dilalkukaln bilalmalnal aldal unsur kesallalhaln paldal diri oralng tersebut; 

c. Alsals Teritoriall : ketentualn hukum pidalnal Indonesial berlalku altals semual peristiwal 

pidalnal yalng terjaldi di daleralh yalng menjaldi wilalyalh territoriall NKRI, termalsuk pulal 

kalpall berbenderal Indonesial,  pesalwalt terbalng Indonesial, daln gedung kedutalaln daln 

konsul Indonesial di Negalral alsing (Palsall 2 KUHP); 

d. Alsals Nalsionall Alktif : ketentualn hukum pidalnal Indonesial berlalku balgi semual Walrgal 

Negalral Indonesial  yalng melalkukaln tindalk pidalnal dimalnal pun ial beraldal (Palsall 5 

KUHP)Alsals Nalsionall; 

e. Palsif : ketentualn hukum pidalnal Indonesial berlalku balgi semual tindalk pidalnal yalng 

merugikaln kepentingaln Negalral (Palsall 4 KUHP). 

Terdalpalt beberalpal malcalm delik dallalm hukum pidalnal yalitu, 

a. Delik yalng dilalkukaln dengaln sengaljal, dengaln ontoh meralmpals jiwal oralng lalin 

(palsall KUHP) daln delik yalng disebalbkaln kalrenal kuralngnyal halti- halti yalng dalpalt 

meralmpals jiwal oralng lalin dallalm lallu lintals (Palsall 359 KUHP) 

b. Melalkukaln hall – hall yalng dilalralng oleh Undalng – undalng sebalgali contoh 

melalkukaln pencurialn (Palsall 362 KUHP), melalkukaln penipualn (Palsall 378 KUHP). 

c. Kejalhaltaln (Buku II KUHP) : perbualtaln yalng tercelal daln terlepals dalri aldal altalu 

tidalknyal lalralngaln dallalm Undalng- undalng kalrenal itu disebut jugal sebalgali delik 

hukum. 

d. Pelalnggalraln (Buku III) : Perbualtaln yalng dialnggalp sallalh kalrenal aldalnyal lalralngaln 

dallm Undalng-undalng, oleh sebalb itu disebut sebalgi Delik Undalng–undalng. 

Hukum pidalnal memiliki hukumaln pokok paldal pelalksalnalalnnyal sebalgali 

berikut : 

a. Hukumaln pidalnal 

b. Hukumaln penjalral, hukumaln penjalral dalpt dibedalkaln menjaldi dual yalitu hukumaln 

penjalral seumur hidup daln hukumaln penjalral sementalral. Hukumaln penjalral 

sementalral minimall 1 talhun daln malksimall selalmal 20 talhun. Terpidalnal waljib tinggall 

dallalm penjalral daln waljib melalkukaln pekerjalaln  yalng aldal didallalm penjalral malupun 

dilualr penjalral daln terpidalnal tidalk memiliki Halk Vistol (Halk untuk memperbaliki 

nalsib) 

c. Hukumaln kurungaln, hukumaln ini tidalk seberalt hukumaln penjalral daln dijaltuhkaln 

kalrenal melalkukaln kejalhaltaln altalu pelalnggalraln ringaln.  Bialsalnyal terhukum dalpalt 

memilih alntalral hukumaln kurungaln altalu hukumaln dendal. Hukumaln kurungaln 

 
13 Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas 

Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, Jurnal Serambi Hukum, 11(1), 

2017, h.3. 
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terpidalnal tidalk dalpalt ditalhaln dilualr tempalt daleralh tinggallnyal kallalu ial tidalk malu 

daln terpidalnal tersebut memiliki Halk Vistol (Halk untuk memperbaliki nalsib) 

d. Hukumaln dendal, terpidalnal dalpalt memilih sendiri alntalral dendal altalu kurungaln 

dengaln malksimum kurungaln penggalnti dendal aldallalh 6 bulaln. 

e. Hukumaln tutupaln hukumaln tersebut dijaltuhkaln berdalsalrkaln allalsaln politik terhaldalp 

palral pelalku kejalhaltaln yalng dialncalm dengaln penjalral oleh KUHP. Hukumaln ini 

merupalkaln penalmbalhaln pidalnal kedallalm KUHP berdalsalrkaln ketentualn palsall 1 

Undalng – undalng Nomor 20 Talhun 1946 tentalng Hukumaln tutupaln. 

Hukumaln talmbalhaln,tidalk dalpalt dijaltuhkaln secalral tersendiri melalinkaln halrus 

disertali dalri Hukumaln pokok. Hukumaln talmbalhaln tersebut alntalral lalin: 

a. Pencalbutaln halk – halk tertentu; 

b. Penyitalaln balralng – balralng tertentu; 

c. Pengumumaln keputusaln halkim. 

 

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Pidana (Wederrchtelijk) 

danPerbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Perdata (Onrechtmatige 

Daad)  

Konsekuensi dalri  perbualtaln melalwaln hukum jugal ditentukaln oleh undalng-

undalng, meskipun pelalkunyal tidalk menginginkalnnyal. Merujuk paldal “The postulalt 

contral legem falcit qui id falcit quod lex baln: in Fraludem vero qui, sallvis Verbis legis, 

senalntialm ejuscircuenit”, yalng dalpalt dipalhalmi sebalgali perbualtaln yalng dialnggalp 

melalwaln hukum, aldallalh  perbualtaln yalng dilalralng   hukumnyal dallalm alrti melalnggalr 

hukum daln tidalk memaltuhi lalralngaln altalu melalnggalr  kepentingaln yalng dilindungi. 

Hukum dallalm hall ini beralrti hukum alfirmaltif altalu hukum yalng berlalku 

Perbualtaln melalwaln hukum aldallalh ketikal seseoralng melalnggalr altalu melalkukaln 

sesualtu yalng dilalralng oleh undalng-undalng. Dengaln pernyaltalaln kedual, semual 

pelalnggalraln alturaln altalu pelalnggalraln terhaldalp suralt  hukum hilalng daln berhenti. 

Perbualtaln melalwaln hukum (Onrechtmaltige Dalald) dallalm hukum perdaltal aldallalh 

perbualtaln melalwaln hukum yalng menimbulkaln kerugialn balgi seseoralng. Dallalm hall ini, 

oralng yalng melalkukaln perbualtaln melalwaln hukum itu halrus menggalnti kerugialn yalng 

ditimbulkaln oleh perbualtaln itu sendiri kepaldal pihalk yalng dirugikaln. Oleh kalrenal itu, 

perilalku seperti itu ilegall, daln aldal kontralk galnti rugi altals kerugialn pihalk yalng dirugikaln. 

Prinsip ini terkalndung dallalm Palsall 1365 KUHPerdaltal. 

Berdalsalrkaln paldal buku Hukum Perdaltal kalralngaln Prof. Albdulkaldir Muhalmmald, 

S.H menyaltalkaln unsur perbualtaln melalwaln hukum sebalgali berikut : 

a. Perbualtaln itu halrus melalwaln hukum (onrechtmaltig); 

b. Perbualtaln itu halrus menimbulkaln kerugialn; 

c. Perbualtaln itu halrus dilalkukaln dengaln kesallalhaln; 

d. Alntalral perbualtaln daln kerugialn yalng timbul halrus aldal hubungaln kalusall14. 

 
14 Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”, Jurnal 

UnmasMakassar, 13(1), 2019, h.44. 
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Perbualtaln melalwaln hukum dalpalt mencalkup dalri beberalpal  perbualtaln yalitu 15: 

a. Perbualtaln yalng bertentalngaln dengaln halk oralng lalin; 

b. Perbualtaln yalng bertentalngaln dengaln kewaljibaln hukumnyal sendiri; 

c. Perbualtaln yalng bertentalngaln dengaln kesusilalaln; 

d. Perbualtaln yalng bertentalngaln dengaln kehalti – haltialn altalu kehalrusaln dallalm 

pergalulaln malsyalralkalt yalng balik. 

Aldalpun perbedalaln unsur-unsur Perbualtaln Melalwaln Hukum (PMH) disaljikaln 

dallalm bentuk talbel aldallalh sebalgali berikut:  

 

Talbel 1. Perbedalaln Unsur PMH dallalm ralnalh Hukum Pidalnal daln Hukum Perdaltal 

 

UNSUR-UNSUR PERBUAlTAlN MELAlWAlN HUKUM 

UNSUR 

RAlNAlH HUKUM PIDAlNAl 

(Wederrchtelijk) 

RAlNAlH HUKUM 

PERDAlTAl 

(Onrechtmaltige Dalald) 

Subjektif 1. kesengaljalaln (dolus); 

2. voornemen altalu percobalaln 

altalu poging seperti yalng 

dimalksud paldal Palsall 53 alyalt (1) 

KUHP; 

3. malcalm – malcalm malksud altalu 

oogmerk kejalhaltaln seperti 

pencurialn, pemeresaln, 

pemallsualn, penipualn, daln lalin – 

lalin; 

4. merencalnalkaln terlebih 

dalhulu altalu voorbedalchteralald, 

terdalpalt didallalm kejalhaltaln 

pembunuhaln berencalnal dallalm 

Palsall 340 KUHP 

5. peralsalaln talkut altalu vrees, 

terdalpalt paldal rumusaln tindalk 

pidalnal menurut palsall 308 

KUHP. 

1. bertentalngaln dengaln 

kewaljibaln hukum 

sipelalku; 

2. bertentalngaln dengaln 

halk subjektif oralng lalin; 

3. bertentngaln dengaln 

kesusilalaln; 

4. bertentalngaln dengaln 

kepaltutaln ketelitialn daln 

kehalti-haltialn. 

 
15 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, 

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal 

Suryadarma, 11(1), 2020, h.54. 



Jurnal Ilmu Hukum Prima                               Vol. 6, No. 1 Januari (2023) 

ISSN: 2614-2244 (Print) 

ISSN: 2088-528x (Online) 

 

167 

 

Objektif  1. sifalt melalnggalr hukum; 

2. kuallitals diri si pelalku dallalm 

kejalhaltaln, misall : “kealdalaln 

sebalgali seoralng Pegalwali 

Negeri” menurut Palsall 415 

KUHP altalu  dallalm kealdalaln 

jalbaltaln “kealdalaln sebalgali 

komisalris dalri sualtu perseroaln 

terbaltals” menurut Palsall 398 

KUHP; 

3. kalusallitals, hubungaln alntalral 

sualtu tindalkaln sebalgali 

penyebalb dengaln sesualtu 

kenyaltalaln sebalgali alkibalt. 

1.Aldalnyal sualtu 

perbualtaln; 

2. Perbualtaln tersebut 

melalwaln hukum; 

3. Aldalnyal kesallalhaln 

dalri pihalk pelalku; 

4. Aldalnyal kerugialn 

balgi korbaln; 

5. Aldalnyal hubungaln 

kalsuall alntalral perbualtaln 

daln kerugialn. 

 

Perkara Perdata Yang Dapat Terjadi Pada Suatu Perkara Pidana  
Peneralpaln hukum alntalral perbualtaln melalwaln hukum dengaln perbualtaln tindalk 

pidalnal daln cukup jelals perbedalalnyal.Perbualtaln melalwaln hukum dallalm hukum pidalnal 

sesuali dengaln sifaltnyal yalitu hukum publik. Malkal dengaln perbualtaln pidalnal, aldalnyal 

kepentingaln umum yalng dilalnggalr,  disalmping itu aldalnyal kepentingaln individu jugal. 

Sedalngkaln dengaln yalng dimalksud dengaln perbualtaln melalwaln hukum dallalm ralnalh 

perdaltal yalng dilalnggalr aldallalh kepentingaln pribaldi saljal. 

Jikal balralng sialpal yalng didugal memenuhi unsur – unsur tindalk pidalnal, aldal 

kemungkinaln altalu meskipun tidalk selalmalnyal. unsur – unsur tersebut jugal termalsuk 

dallalm unsur – unsur perbualtaln melalwaln hukum . nalmun, alpalbilal terhaldalp 1 (saltu) 

tindalkaln tersebut memenuhi unsur perbualtaln melalwaln hukum malupun unsur tindalk 

pidalnal, malkal kedual salnksi dalpalt dijaltuhkaln secalral bersalmal – salmal . dallalm alrtialn pihalk 

korbaln dalpalt menerimal galnti rugi perdaltal dengaln dalsalr gugaltaln dallalm keperdaltalaln. 

Nalmun, paldal walktu yalng bersalmalaln dengaln proses pidalnal pelalku dalpalt dijaltuhkaln 

salnksi pidalnal sekalligus. Kalrenal itu talk diheralnkaln jikal ternyaltal balhwal perbualtaln pidalnal 

jugal merupalkaln perbualtaln melalwaln hukum. Dengaln contoh perbualtaln pidalnal mengenali 

penalhalnaln illegall, melalkukaln perjalnjialn kerjalsalmal yalng bukaln merupalkaln baldaln 

hukum. Malksud dalri perjalnjialn kerjalsalmal yalng bukaln merupalkaln baldaln hukum yalitu 

melalkukaln perjalnjialn tidalk dengaln Baldaln Hukum yalng salh sebalgalimalnal yalng telalh 

dialtur dallalm Palsall 1320 KUHPer tentalng syalralt salhnyal sualtu perjalnjialn. Paldal palsall 

1320 KUHPer menjelalskaln balhwal sualtu perjalnjialn yalng salh daln mengikalt palral pihalk 

halrus memenuhi syalralt – syalralt salh perjalnjialn yalitu aldalnyal : 

1. Kesepalkaltaln; 

2. Calkalp untuk membualt perikaltaln; 

3. Sualtu hall tertentu altalu berbualt sesualtu; 

4. Sebalb yalng hallall. 
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Selalin syalralt salh perjalnjialn tersebut, terdalpalt jugal syalralt – syalralt yalng waljib 

dipenuhi dallalm sualtu perjalnjialn yalitu ; 

1. Perjalnjialn dilalkukaln oleh minimall dual subjek hukum yalitu oralng daln baldaln hukum; 

2. Altals dalsalr perjalnjialn, dimalksud terdalpalt alkibalt hukum oleh palral pihalk sebalb 

terdalpaltnyal sebualh halk daln kewaljibaln. 

Perjalnjialn kerjalsalmal yalng bukaln merupalkaln baldaln hukum tidalk memiliki 

kekualtaln hukum yalng kualt. Talk heraln jikal perjalnjialn ini dalpalt mengalkibaltkaln malsuknyal 

palral pihalk ke dallalm ralnalh pidalnal. Misallnyal, melalkukaln perjalnjialn judi jalckpot. 

Perjalnjialn ini dilalkukaln tidalk memenuhi syalralt salhnyal perjalnjialn kalrenal tujualn 

perjalnjialn tersebut bukaln sualtu sebalb yalng hallall sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm Palsall 

1320 KUHPer. Perbualtaln ini jugal dalpalt dijeralt dengaln Palsall 303 KUHP Tentalng 

Perjudialn.  

 

Wanprestasi Dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut  Pasal 378 Kitab 

Undang - Undang Hukum Pidana 

Paldal perjalnjialn keralp kalli ditemukaln sallalh saltu pihalk yalng mengingkalri jalnji. 

Pihalk yalng dimalksud tidalk melalksalnalkaln halk daln kewaljibaln yalng telalh disepalkalti 

dallalm perjalnjialn tersebut. Sehinggal menimbulkaln tidalk terlalksalnalnyal prestalsi dalri sallalh 

saltu pihalk. Kalrenal tidalk terlalksalnalnyal prestalsi yalng dimalksud dallalm perjalnjialn malkal 

timbullalh permalsallalhaln hukum. Sebenalrnyal permalsallalhaln ini dalpalt diselesalikaln 

bersalmal - salmal melallui medialsi talnpal melibaltkaln penegalk hukum, tetalpi balnyalk 

penyelesalialn tidalk teraltalsi sehinggal berujung di pengaldilaln.  

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, 

seseorang yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi dapat melaporkan kasus yang 

dialami tersebut kepada pihak kepolisian. Jika kasus ini dilaporkan kepada pihak 

kepolisian maka kasus ini menjadi perkara dalam ranah pidana. Ingkar janji atau 

wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang 

telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik yang 

dilahirkan oleh kesepakatan perjanjian maupun undang-undang. Ingkar janji atau 

wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPer. Hak dan kewajiban timbul karena adanya 

perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPer. Pada kenyataannya 

penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui ranah hukum pidana yaitu dengan pasal 

378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. 

Unsur - unsur Walnprestalsi yalitu : Kesallalhaln, Kelallalialn, Kesengaljalaln. Malksud 

kesallalhaln aldallalh tidalk melalkukaln prestalsinyal sebalgali pihalk yalng melalkukaln perjalnjialn, 

aldalpun dalri malksud kesallalhaln yalng meliputi unsur kesengaljalaln daln kelallalialn. Unsur 

kesengaljalaln yalitu dilalkukaln dengaln sengaljal untuk tidalk memenuhi prestalsinyal. Daln 

malksud dalri unsur kelallalialn aldallalh sallalh saltu pihalk melalkukaln lallali sehinggal tidalk 

terpenuhi perjalnjialn perikaltaln tersebut. 

Unsur - unsur yalng dalpalt dipenuhi sehinggal walnprestalsi dalpalt menjaldi tindalk 

pidalnal penipualn aldallalh alpalbilal sebelum membualt perjalnjialn perikaltaln sallalh saltu pihalk 

sudalh tidalk memiliki nialt daln itikald balik dengaln sebalgali berikut : 

1. Menggunakan nama palsu, apabila dalam perjanjian salah satu pihak 

menggunakan nama lain atau nama sasaran, yang tidak sama dengan 
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nama aslinya. Hal ini dapat diduga untuk dilakukannya tipu muslihat 

dan perbuatan dusta. 

2. Memakai keadaan palsu, mobil adalah membuat perjanjian salah satu 

pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan 

tertentu, mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang 

berada dalam hal itu 

3. Rangkaian perkataan bohong, apabila dalam membuat suatu perjanjian 

salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun 

secara rapi dan dapat diterima dengan pikiran yang logis. 

4. Menggunakan tipu muslihat, apabila dalam suatu perjanjian salah satu 

pihak melakukan perbuatan yang tersusun sedemikian baiknya sehingga 

dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan untuk berbuat sesuatu 

kepada orang lain. 

Selalin unsur tersebut, walnprestalsi dalpalt berubalh menjaldi tindalk pidalnal 

penipualn alpalbilal sallalh saltu pihalk dallalm perjalnjialn memiliki nialt yalng tidalk balik 

sehinggal ingin mentungkaln dirinyal sendiri dengaln calral melalkukaln penipualn. Hall ini 

bukaln menjaldi perbualtaln walnprestalsi melalinkaln aldalnyal unsur tindalk kejalhaltaln yalng 

merugikaln oralng lalin. 

 

Debt Collector Melakukan Pengambilan Paksa Atas Barang  Orang Lain Menurut 

Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 

Peralmpalsaln motor kredit oleh debt collector keralp terjaldi , talk halnyal dirumalh 

nalmun jugal di jallalnaln ralyal altalu dimalnalpun. Seolalh - olalh debt collector seperti 

melalkukaln begall di jallalnaln yalng meralmpals kendalralaln kredit dijallaln ralyal. 

Menurut Palsall 8 Undalng – undalng Nomor 10 Talhun 1998 tentalng Perbalnkaln, 

yalng waljib dipertimbalngkaln sebelum memberikaln kredit berdalsalrkaln prinsip syalrialh 

aldallalh waltalk kemalmpualn, modall, algunaln daln prospek usalhal dalri nalsalbalh debitur yalng 

malnal disebut sebalgali Prinsip 5C. 

Pasal pasal 3 peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang 

pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan mengatur bahwa “perusahaan 

pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan 

bermotor apabila pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan 

menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”. 

Tindalkaln debt collector terhaldalp nalsalbalhnyal halruslalh salngalt dibalngun dengaln 

halrmonis yalng malnal dallalm hall ini malsing – malsing salling di untungkaln, pihalk debitur 

dalpalt di mudalhkaln dallalm memiliki alpal yalng ial inginkaln sedalngkaln debt collector 

mendalpaltkaln penghalsilaln dalri pihalk debitur. Nalmun salyalngnyal, jikal terjaldi walnprestalsi 

oleh debitur malkal terkaldalng sikalp debt collector kuralng sopaln seolalh – olalh ingin 

meralmpals. Dengaln demikialn malkal mengenali hall ini tersebut peralturaln tertulis mengenali 

etikal dallalm penalgihaln yalng dialtur dallalm Suralt Edalraln Balnk Indonesial Nomor : 

14/17/DAlSP yalng berbunyi : 
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1. Penagih utang atau debt colector menggunakan kartu identitas resmi 

yang dikeluarkan penerbit kartu kredit 

2. Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan 

yang bersifat memalukan pemegang kartu kredit  

3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan baik 

secara fisik maupun lisan 

4. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus 

menerus karena bersifat mengganggu nasabah 

5. Penagihan hanya dilakukan di tempat alamat domisili pemegang kartu 

kredit 

6. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai 20.00 sesuai 

wilayah waktu alamat dan domisili pemegang kartu kredit. 

Nalmun demikialn, balnyalk debtcollector malsih sering terjaldi melalkukaln tindalkaln 

palksal. Tindalkaln palksal yalng dimalksud aldallalh debitur dipalksal untuk membalyalrkaln 

hutalngnyal dengaln palksal talnpal mempertimbalngkaln kondisi keualngaln debitur yalng 

sedalng kesulitaln. Selalin itu, pemalksalaln ini jugal berupal dengaln alncalmaln terhaldalp 

debitur jikal tidalk segeral membalyalr alkaln dikenali salksi berupal penyebalraln daltal, 

pemblokiral daltal daln lalinnyal. Debitur tidalk diberikaln keringalnaln seperti perpalnjalngaln 

tenor malupun keringalnaln pokok pinjalmaln daln besalraln bungal yalng dibalyalrkaln. 

Tindalkaln mengalmbil palksal balralng fidusial oleh kreditur daln tindalkaln debt 

collector inimerupalkaln pelalnggalraln hukum tindalk pidalnal pencurialn yalng malnal 

mengalmbil balralng sebalgialn altalu sebalgialn balralng milik oralng lalin secalral melalwaln 

hukum. Oleh sebalb itu, nalsalbalh  dalpalt berhalk daln bertindalk untuk melalporkaln kepaldal 

pihalk berwaljib yalitu pihalk kepolisialn. Perbualtaln debt collector tersebut dalpalt dijeralt 

dengaln Palsall 362 KUHP tentalng pencurialn altalu jikal dilalkukaln dengaln kekeralsaln altalu 

alncalmaln kekeralsaln malkal lebih dalpalt dijeralt lalgi dengaln palsall 365 alyalt (1) KUHP. 

Salnksi pidalnal oleh debt collector yalng melalkukaln pengalmbilaln secalral palksal  

altals balralng oralng lalin jikal telalh memenuhi unsur – unsur tindalk pidalnal dallalm Kitalb 

Undalng – undalng Hukum Pidalnal yalitu :  

1. Jika penagih hutang tersebut melakukan pemerasan terhadap nasabah 

maka ia dapat dipidanakan dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan 

2. Memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa merupakan perlakuan secara tekanan kepada orang lain 

sehingga orang tersebut melakukan suatu bentuk penyerahan barang, ini 

termasuk ke dalam bentuk pemerasan, melawan hak merupakan 

melawan hikum dan bertentangan dengan hukum 

3. Kekerasan, mengacu pada pasal 89 KUHP, jika memaksanya itu dengan 

akan menginstal, membuka rahasia maka dalam hal ini dapat dikenakan 

pada pasal 369 KUHP. 
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4. Pemerasan dalam kalangan keluarga merupakan salah satu delik yaitu 

delik aduan, ini mengacu pada pasal 370 KUHP, Namun apabila 

kekerasan itu menimbulkan penganiayaan, maka tentang penganiayaan 

ini senantiasa dituntut tanpa perlu adanya pengaduan. 

5. Tindak pidana pemerasan tak jauh beda dengan kekerasan pada pasal 

365 KUHP. Namun hal yang membedakan ialah pencurian si pelaku 

sendiri yang mengambil barang yang dicuri, dengan hal ini pemerasan 

korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barang kepada 

si pemeras 

6. Jika lagi hutang tersebut berbicara dengan makian dan bahasa kasar 

yang dilakukan di depan muka umum, maka ia dapat bicara dengan 

pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. 

7. Dan jika si penagih hutang tersebut melakukan penyitaan paksa barang, 

makanya juga dapat dicerat dengan pasal 362 ayat 1 KUHP tentang 

perbuatan pencurian. 

Berdalsalrkaln palsall 362 KUHP tentalng pencurialn balhwal debt collector altalu 

penalgih hutalng. Tidalk diperbolehkaln melalkukaln sital menyital dengaln calral meralmpals. 

Penyitalaln halnyal dalpalt dilalkukaln oleh alpalralt penegalk hukum. Penyitalaln yalng dilalkukaln 

oleh penalgih hutalng merupalkaln perilalku illegall kalrenal tidalk aldal kewenalngaln penalgih 

hutalng untuk melalkukaln penyitalaln. Perkalral utalng – piutalng aldallalh perkalral perdaltal yalng 

penyelesalialnnyal dilalkukaln secalral perdaltal jugal. Penyelesalialn ini dilalkukaln dengaln calral 

mengaljukaln gugaltaln perdaltal. Yalng paldal prinsipnyal  aldal dual jenis yalitu Gugaltaln 

Walnprestalsi daln Gugaltaln Perbualtaln Melalwaln Hukum. 

 

IV. KESIMPULAN 

Sualtu perbualtaln yalng dalpalt dikaltalkaln melalwaln hukum alpalbilal perbualtaln itu 

malsuk kedallalm rumusaln delik sebalgalimalnal yalng telalh dirumuskaln paldal Peralturaln 

Perundalng – undalngaln. Yalng dalpalt membedalkaln alntalral perbualtaln melalwaln hukum 

paldal pidalnal daln perdaltal  yalitu aldalnyal kepentingaln umum yalng dilalnggalr disalmping itu 

jugal berkemungkinaln melalnggalr kepentingaln individu altalu peroralngaln. Sedalngkaln 

perbualtaln melalwaln hukum paldal perdaltal itu halnyal kepentingaln oralng – peroralngaln altalu 

pribaldi. 

Aldalpun yalng dicalntumkaln paldal kesimpulaln ini aldallalh perbualtaln melalwaln 

hukum dallalm pidalnal (wederrechtelijk)  yalng dialtur paldal Kitalb Undalng – undalng Hukum 

Pidalnal daln perbualtaln melalwaln Hukum dallalm perdaltal (Onrechtmaltige Dalald) yalng dialtur 

paldal Kitalb Undalng – undalng Hukum Perdaltal / Burgelijk Wetbook / BW . 

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana dalam melakukan pelanggaran 

atas undang-undang yang berlaku, perbuatan yang dilakukan diluar batas 

kewenangannya atau kekuasaannya dan merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas 

umum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata yaitu suatu perbuatan dan 

perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian 

oleh korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
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Disimpulkaln balhwal menurut Palsall 1238 KUHPer balhwal seseoralng dinyaltalkaln 

walnprestalsi alpalbilal ial tidalk melalkukaln daln memenuhi prestalsinyal sebalgali pihalk yalng 

melalkukaln perikaltaln daln perjalnjialn. Unsur - unsur yalng dalpalt dipenuhi sehinggal 

menjaldi tindalk pidalnal penipualn aldallalh alpalbilal sebelum membualt perjalnjialn tersebut 

sallalh saltu pihalk tidalk melalkukaln  beritikald balik. Daln paldal perjalnjialn tersebut 

melalkukaln perkaltalaln bohong, menggunalkaln tipu muslihalt, memalkali nalmal pallsu daln 

memalkali kealdalaln pallsu. 

Dalpalt disimpulkaln pulal paldal pembalhalsaln yalng membalhals tentalng debt 

collector altalu penalgih utalng. balhwal debt collector sendiri tidalk berwenalng untuk 

melalkukaln sital - menyital. Tugals debt collector aldallalh halnyal sebalgali mengingaltkaln 

pembalyalraln utalng – piutalng daln penalgihaln secalra l balik daln sopaln. Debt collector yalng 

melalkukaln penalgihaln secalral palksal dalpalt di lalporkaln dengaln pihalk kepolisialn dengaln 

mengalcu paldal palsall 362 KUHP daln Palsall 365 KUHP. 
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